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RUU KUHP Mesti Dikawal

Pembahasan RUU KUHP memadl salah satu ujian komitmen
pemerintah dan DPR terhadap pemberantasan korupsi di
Indonesia. Publik perlu mengawal pembahasan RUU itu.

JAKARTA, KOMPAS ~ Pembahasan
Rancangan Undang-Undang Ki-
tab Undang-Undang Hukum Pi-
dana mesti terus dikawal publik.
Dengan demikian, pembahasan
RUU yang dimaksudkan untuk
membangun kodifikasi hukum
pidana ini tidak dimanfaatkan
untuk hal lain, seperti melemah-
kan pemberantasan korupsi,

Kekhawatiran bahwa pemba-
hasan RUU KUHP dipakai untuk
melemahkan pemberantasan ko-
rupsi muncul dari adanya empat
pasal dalam UU Nomor 31 Tahun
1999 yang telah diubah dengan
UU No 20/2001 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) vang diadopsi dalam
RUU KUHP. Empat pasal itu ada-
lah Pasal 2, 3, 5, dan 11.

Terkait hal itu, sejumlah pe-

glat gerakan masyarakat sipil, Se- -

lasa (5/6/2018), juga datang ke
Komisi Pemberantasan Korupsi
untuk meminta pemerintah dan
DPR menartk delik korupsi dari
RUU KUHP.

Sementara itu, di laman

change.org muncul petisi berta-
juk "KPK dalam Bahaya, Tarik
Semua Aturan Korupsi” dari
RKUHP”. Sejak diluncurkan em-
pat hari lalu, semalam petisi itu
sudah ditandatangani lebih dari
56,000 orang,

Komitmen

Presiden Joko Widodo kema-
rin menegaskan, menjadi komit-
men pemerintah untuk mem-
perkuat KPK,

Wakil Presiden Jusuf Kalla,
secara terpisah, menambahkan,
masuknya delik pokok dalam UU
Tipikor ke dalam RUU KUHP
tidak berarti membuat UU Tipi-
kor tidak berlaku, “Selama UU
Tipikor tak dicabut, ya, tetap ber-
laku,” wjarnya, Ini berarti KUHP
dan UU tindak pidana khusus
(tipidsus), seperti UU Tipikor,
tetap berlaku bersamaan, seperti
selama ini.

Guru Besar Hukum Pidana
Universitas Gadjah Mada, Yogya-
karta, Edward Omar Sharif Hi-
ariej, dan Guru Besar Hukum

Pidana Universitas Indonesia;
Depok, Topo Santoso, secara ter-
pisah, juga menuturkan, masuk-
nya sejumlah ketentuan umum
daritipidsus ke RUU KUHP tidak
serta-merta mengubah sistem
peradilan pidana yang menyang-
kut tipidsus. Korupsi, narkotika,
terorisme, dan pelanggaran HAM
berat tetap menjadi kejahatan
luar hiasa, UU yang secara spe-
sifik atau khusus mengatur ten-
tang kejahatan luar biasa itu juga
tetap berlaku kendati ada se-
jumlah aturan umum yang di-
masukkan ke dalam RUU
KUHP

"Masuknya korupsi di dalam
RUU KUHP itu tidak berarti ke-
khususannya dihilangkan karena
aturan formilnya masih meng-
ikuti UU yang ada, baik di UU
KPK maupun UU Pemberantas-
an Tiptkor. Yang diatur di dalam
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(Sambungan dari hataman 1)

RUU KUHP hanyva delik pokok.”™
kata Edward.

Edward yang juga anggota titm

ahli pemerintah dalam penyu-—
sunan RUU KUHP mengatakan,
RUU yang sedang dibahas ter-
sebut mengatur tentang keten-
tuan atau Konwvensi Antikorupsi
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNCACOC) yvang hingsa kini belum
diadopsi di UU Tipikor.

Terkait hal itu, ketentuan se-
Prerti ancaman pidana terhadap
remberi gratifikasi, tindakan
memperdagangkan prengaruhl,
korupsi sektor swasta, dan pe-
nyuapan pejabat publik asing, di-
atur di dalaym RUU KUTHP

TJadi, RUU KUHFP ini me-
lengkapi UU Tipikor karena se-
Jumlah ketentuan yang belum
ada di UU tentang Tipikor kini
dimasukkan ke dalam REKUMP
kata Edward.

TSisterm bhbukum pidana kita
menyatalkan, KUHP hanya
mengatur hal-hal yang bersifat
urmurn, dan tidak menegasikan
ketentuan lain yang kbhusus. Prin-—
sip hukum Jlex specialis Jderogarf
legi generali atau ketentuan hu-
kuam yang khusus mengesam-
pingkan ketentuan yang urmuan
tetap berlaku.™ ujar Edward.

Topo Santoso juga menutur-
kan, sejumlah ketentuan tentang
korupsi di RKUH tidak akan me-
negasikan UU yang sifatnya khu-
sus. KUHP tidak moembuat ULUS
khusus itu tidak berlaku.

"Kalau di luar KUHPFP tidak

diatur secafs :, ketentuan
KUHP itu yang diikuti’
Jika diluar KUHP ada UU khusus,
maka yang diikuti adalah UU
khusus itu. Jadi, tidak ada wyvang
perlu dikhawatirkan dengan ma-
suknya sejuimlah ketentuan
korupsi di dalaizim K UHP sebab
UL kKhususnya masih ada dan
berlaku,” ujarnya.

Tetap berwenang

Kepala Badan Pembinaan Hu-
kum Nasional Kementerian Hu-
kum dan HAM Enny Nurbaning-
sih mengatakan. pada prinsipnya

KPK tetap berwenang mena-
ngani tipikor.

Tetap berlakunya U Tipikor
dan UU tipidsus lainnya ini jugsa
ditegaskan dalam ketentuan per-
alihan di Pasal 729 RUU KUHEP
Pasal 729 menyatakan., pada saat
U KUHP mulai berlaku, ke-
tentuan bab tentang tindak pi-
dana khusus dalam undang-un-—
dang itu tetap dilaksanakan ber-
dasarkan kewenangan lembaga
yang teclalh diatur dalam uuan-
dang-undang, masing-masing.

Enny juga mengatakan, sce-
Jumlah sanksi pidana tambahan
yang ada di UU Tipikor, tetapi
tidak diadopsi dalam: RUU KUHEP,

seperti pembayaran uang
Prengganti sebagaimana tercan-

turm dalam Pasal 18 UU Tipikor,
juga tetap berlaku karemna meng-
acu pada UU Tipikor. " Yang dipa-—
kai tetap UU Tipikor.,” katanvyva._

Anggota Panitia Kernja RUU
KUHEFPF dari Fraksi Partai Persa-
tuan Pembangunan, Arsul Sani,
mengatakan, memang ada per-—
ubahan terkait ancaman pidana
tipikor dalarzmm RUU KUHP jika
dibandingkan dengan UU Tipi-
kor. Sebagai contoh, ancaman pi-
dana untuk pelaku korupsi vang
diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor
dikurangi dari minimal empat
tahun di UU Tipikor menjadi dua
tahun di RUU KUHP.

Kendati demikian. ada juga
pasal lain yang memperberat hu-
kuman, seperti adopsi Pasal 3 UU
Tipikor. Di RUU KUHEPE, ancamnman
pridana untulk pegawai negeri
atau penyelenggara negara vang
menyalahgunakan kewenangai
. dan jabatannya diperberat dari
minirsrerrme tahun., sebagai-
mana diatur di Tipikor, moen-
Jjadi dua tahun di RUU KUHEP.

Menurut Arsul, perubahan an-
caman pidana itu tidak bertujuan
memperingan hukuman terha-
dap koruptor. Selain itu, masalah
ancaman pidana tersebut belummn
rampung dibahas di DPR ber-
sama fraksi-fraksi parpol sehing-
ga pembahasan ke depan masih
akan berlangsung dinamis.
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